BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI
RESIDIVIS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Analisis Hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru
Nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR terhadap Hukuman bagi Residivis
Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak

Berdasarkan penelitian putusan hakim yang telah dilakukan oleh
penulis, maka dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
seorang anak berumur 17 tahun pada perkara ini terbilang sangat
memberatkan. Karena pelaku tersebut untuk dilakukan dengan -cara
memanjat melalui jendela rumah korban. Sedangkan dalam KUHP pun
tindakan tersebut merupakan pencurian dengan pemberatan atau disebut juga
pencurian dengan kualifikasi. Adapun barang yang diambil oleh pelaku
pencurian tersebut diantaranya uang sebanyak Rp 2.700.00,-(dua juta tujuh
ratus ribu rupiah) dan satu buah kalung emas seberat 10 gram. Unsur-unsur
pencurian dengan ini telah terpenuhi melalui pembuktian yang diuraikan
oleh Hakim di muka persidangan, yang diantaranya:'

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

' Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR.
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Unsur pidana yang memberatkan dalam hal ini diatur dalam pasal 363
ayat (1) ke-5 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 menjelaskan
bahwa:

Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat
kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan

jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan
memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.’

Sedangkan yang disebut anak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan
belum pernah kawin.’

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana setelah dilakukan
pemeriksaan berdasarkan bukti serta fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, maka anak tersebut adalah residivis. Karena dalam pemeriksaan
itu anak telah melakukan tindak pidana pencurian yang tidak hanya
dilakukan untuk pertama kali, tetapi anak tersebut pernah melakukannya 2
(dua) kali dan pada tahun yang berbeda, yaitu tindak pidana pencurian yang
dilakukan pada tahun 2010 yang dihukum dengan pidana penjara selama 4
bulan. Sedangkan pada tahun 2011 anak tersebut melakukannya lagi dan

Hakim memutuskan untuk diberikan hukuman berupa tindakan dengan

menjadi Anak Negara sampai umur 18 tahun dengan perkara yang sama.

* R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia,1991), 251.
? Redaksi Fokus media, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak..., 3.
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Pada pemeriksaan ini, terungkap pula di persidangan bahwa anak yang
menjadi pelaku tindak pidana (anak nakal) telah berstatus pembebasan
bersyarat. Pembebasan bersyarat tersebut diberikan berdasarkan Surat
Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor; Pas-
296.AP.PK.01.05.06, Tahun 2013.

Anak yang diberikan hukuman dalam pembebasan bersyarat, apabila
dikemudian hari anak tersebut melakukan tindak pidana, maka hukuman
kurungan penjara dapat dijatuhkan berdasarkan tindak pidana yang telah
dilakukannya.

Dalam persidangan ini, hakim memutuskan bahwa anak yang
melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya dikenakan hukuman
berupa tindakan. Karena hakim berpendapat bahwa usia terdakwa yang
tergolong anak dalam Undang-undang. Sedangkan faktor utama anak
tersebut melakukan tindak pidana pencurian adalah untuk membayar hutang
kepada temannya, sehingga hukuman berupa tindakan tersebut diserahkan
kepada negara (menjadi anak negara) untuk dapat mengikuti pendidikan,
pembinaan dan latihan kerja yang akan membuat anak tersebut menjadi lebih
baik untuk masa yang akan datang. Adapun landasan hukum hakim
tercantum dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi:*

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh.

* Ibid.
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b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaa,
dan latihan kerja.

c. Menyerahkan kepada Kementrian Sosial, atau organisasi sosial
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan
teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Pada dasarnya anak yang berumur 12 tahun secara relatif sudah
memiliki kecenderungan emosional, mental, dan intelektual yang stabil
sesuai dengan psikologi anak. Dengan ini, Mahkamah Konstitusi pun telah
menyatakan bahwa batas umur minimal 12 tahun bagi anak untuk
melindungi hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan
berkembang. Dan pada umur 12 tahun tersebut dapat menjadi tolak ukur
batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas apa
yang telah diperbuat. Oleh karena itu, anak yang sudah dianggap dewasa
berumur 17 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang
dilakukannya. Pada umur tersebut anak sudah dapat membedakan antara
baik dan buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan.

Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa hakim
yang mengadili perkara ini yang pada pokoknya tidak menjatuhkan hukuman
penjara. Sedangkan pada pasal 363 ayat (1) sanksi yang diberikan kepada
pelaku tindak pidana pencurian adalah dengan hukuman penjara selama-

lamanya tujuh tahun.
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Mengenai pengulangan tindak pidana KUHP pun tidak mengenal
aturan secara umum tentang pengulangan, tetapi hanya menyebutkan
tentang perbuatan yang dapat menimbulkan pengulangan tindak pidana yang
terdapat pada buku kedua pada pasal 486, 487, dan 488. Dan dalam pasal
tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang melakukan tindak pidana
pengulangan, maka dapat dijatuhkan hukuman tambahan dengan sepertiga
dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan.’

Berdasarkan Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak yang menjelaskan tentang penjatuhan hukuman bagi anak nakal diatur
dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:®

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama % (satu per dua) dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dengan demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana (anak nakal)
dapat dikenakan hukuman pokok pidana penjara yang telah dijelaskan pada
pasal 26 ayat (1) diatas. Sedangkan untuk hukuman bagi pengulangan tindak
pidana dapat ditambah sepertiga dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan,
karena dalam KUHP telah dijelaskan adanya penambahan hukuman dari
setiap pengulangan tindak pidana. Dengan ini, hanya satu hukuman saja
yang paling berat pokoknya dari hukuman yang telah dijatuhkan. Dengan ini,
Hakim dapat memberikan sanksi pidana penjara kepada anak sebagai pelaku
pengulangan tindak pidana pencurian tersebut. Hukuman yang diberikan

bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap perbuatan yang

> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana..., 318.
® Redaksi Fokus media, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak..., 12.
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dilakukannya, karena pada hukuman sebelumnya dianggap masih belum

efektif dalam perkembangan perilaku anak tersebut.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Residivis Pencurian
Yang Dilakukan oleh Anak dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri
Koto Baru Nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR

Menurut hukum pidana Islam yang dimaksud dengan anak adalah
apabila seseorang telah memasuki masa balig atau anak yang pada umumnya
untuk laki-laki ditandai dengan bermimpi (7Atilam) dan perempuan yang
telah mengalami masa haid (menstruasi) dan hamil. Masa itu merupakan
masa dimana anak sudah dapat dikatakan balig menurut agama. Dalam masa
ini tidak ada batasan umur secara pasti, karena keadaan horman antara orang
yang satu dengan yang lainnya berbeda. Namun, dapat dilihat dari
kemampuan berpikir, emosional dan perkembangan biologisnya dapat
disimpulkan bahwa minimal anak yang dianggap mencapai umur balig
menurut hukum Islam adalah 15 tahun.

Sedangkan penulis lebih sependapat dengan Mazhab Imam Syafi’l
yang menetapkan bahwa anak yang telah berumur 15 tahun dapat dikatakan
telah dewasa (balig). Karena pada umur tersebut dianggap telah mampu
untuk bertindak secara hukum. Dalam hukum pidana Islam umur balig
seseorang dapat menjadi batas dilaksanakannya hukuman, karena pada umur
tersebut anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.



69

Dengan perkara ini anak yang menjadi pelaku tindak pidana telah
berumur 17 tahun dan sudah dianggap dewasa (balig). Sedangkan hukuman
bagi pelaku tindak pidana pencurian dapat dijatuhkan dengan hukuman had
(potong tangan). Hukuman had merupakan suatu hukuman yang dasar
hukumnya telah diatur dalam syarah, baik itu dalam al-Quran dan al-Hadis.
Adapun hukuman bagi pelaku pencurian dapat dilakukan dengan potong
tangan, karena tangan merupakan salah satu organ tubuh yang digunakan
untuk melakukannya tindak pidana pencurian. Dengan dijatuhkannya
hukuman potong tangan, maka ada pula aturan batasan mengenai
pemotongan tangan yaitu dengan batas mulai dari pergelangan tangan.

Dalam hukum pidana Islam pengulangan tindak pidana hukumannya
dapat dijatuhkan bersamaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan. Dengan ini, pengulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan
secara berulang-ulang hukumannya dapat digabungkan atau saling
melengkapi, sehingga pada hukuman ini hanya satu hukuman saja yang
dijatuhkan. Hukuman ini menganut teori af-tadakhul, yang mana apabila
terjadi suatu gabungan tindak pidana, maka hukumannya saling melengkapi
seperti melakukan satu tindak pidana saja.

Adapun teori at-tadakhul (saling melengkapi) ini menjelaskan bahwa
gabungan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pengulangan tindak
pidana pencurian dapat diancam dengan satu hukuman saja atas pencurian
yang dilakukan secara berulang-ulang, akan tetapi penjatuhan hukuman

tersebut dilihat dari pelaksanaan hukuman yang sebelumnya. Artinya,
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apabila pengulangan yang dilakukan tersebut belum ada keputusan akhir dari
Hakim atas semua tindak pidana, maka hukuman dari semua perbuatan yang
dilakukan dapat digabungkan dan hanya satu saja yang dijatuhkan.

Berbeda jika pelaku pengulangan itu belum mendapat keputusan akhir
dari hakim atas tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, dan pada saat ini
pelaku melakukannya lagi dengan perbuatan yang sama. Dengan ini, pelaku
harus tetap dijatuhkan hukuman yang lain. Dalam hal ini, bukan penjatuhan
hukumannya yang dipertimbangkan, tetapi pelaksanaan hukumannya.
Karena setiap tindak pidana yang terjadi sebelum adanya pelaksanaan
hukuman, maka hukuman-hukumannya dapat saling melengkapi pada tindak
pidana yang hukumannya belum dilaksanakan.’

Alasan dijatuhkannya satu hukuman saja ialah untuk memberikan
pengajaran dan pencegahan. Karena apabila hukuman tersebut dapat
menimbulkan perubahan bagi pelaku, maka tidak perlu adanya gabungan
hukuman dari tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi, jika pada
penjatuhan satu hukuman tersebut tidak membuat pelaku merasa jera dan
melakukan kembali pengulangan tindak pidana, maka barulah pelaku
tersebut dapat dijatuhi hukuman yang lain.®

Dengan melihat beberapa penjelasan diatas, maka dalam hukum pidana
Islam orang yang melakukan tindak pidana harus tetap dijatuhkan hukuman

yang telah ditetapkan atas semua perbuatan yang dilakukannya. Namun,

7 Abdul Qadir Al Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid
III, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 143.
8 1.

Ibid.



71

apabila dikemudian hari pelaku mengulangi tindak pidana yang pernah
dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut akan
diperberat. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah berupa hukuman penjara
seumur hidup (sampai mati) atau sampai pelaku bertaubat dan tidak akan
mengulangi perbuatan tersebut. Kewenangan dalam penjatuhan hukuman ini
diserahkan secara penuh kepada ulil amri (penguasa), dengan memandang
situasi dan kondisi terhadap pelaku tindak pidana serta pengaruhnya bagi
kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa setiap pelaku pengulangan
tindak pidana menurut hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman
potong tangan. Yang mana di dalam al-Hadis pun telah dijelaskan bahwa
bagi pelaku pengulangan tindak pidana pencurian untuk hukuman
pemotongan tangan memiliki urutan dalam pemotongannya, yang
diantaranya;’ Untuk pencurian yang pertama, maka pelaku dapat dikenakan
hukuman pemotongan tangan pada bagian tangan kanan mulai dari
pergelangan tangan sampai kebawah. Pencurian yang kalinya, maka kaki
bagian kiri yang akan dipotong mulai dari pergelangan kaki sampai dengan
mata kaki. Pencurian yang ketiga kalinya dapat dikenakan hukuman
potongan tangan pada bagian tangan kiri. Pencurian yang keempat
dikenakan hukuman potong pada kaki bagian kanan. Sedangkan untuk
pencurian yang kelima, maka pelaku pengulangan tindak pidana tersebut

dapat dikenakan hukuman mati (dibunuh).

° Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedi Tematis ayat al-Quran dan Hadits, Jilid VII.., 402.
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Dengan ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku pengulangan
tindak pidana dianggap telah sesuai dengan apa yang dilakukannya. Karena
dengan penjatuhan hukuman yang pertama dan kedua pelaku belum merasa
menyesal dengan perbuatannya. Sedangkan untuk penjatuhan hukuman yang
diberikan sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya, mengingat
bahwa pencurian yang dilakukan bukan hanya sekali saja. Dan ini
menyangkut kemaslahatan umum, karena barang yang diambil merupakan

harta milik orang lain.



